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A. Pengantar

Dilarang tapi sah!. Apa yang dimaksud dengan
ungkapan ini? Apakah ada, suatu perbuatan yang
dilarang oleh syariat, namun tetap terhitung sah?.
Lalu apa yang dimaksud dengan perbuatan yang
dilarang namun tetap dinilai sah?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diuraikan
dalam buku kecil ini, berserta contoh-contoh kasus
figih yang terkait. Di mana ada perbuatan yang
dilarang, namun tetap dinilai sah secara syar’iy.

Namun sebelum masuk kepada contoh-contoh
kasus tersebut, setidaknya perlu dipahami beberapa
kaidah dalam ilmu Ushul Figih, yang terkait dengan
pembahasan ini. Kaidah-kaidah tersebut di
antaranya:

1. Pembagian hukum syariah antara hukum taklifi
dan hukum wadh’iy.

2. Perbedaan antara hukum bathil dan hukum
fasid.

3. Pembagian sifat hukum antara hukum godho’iy
dan hukum diyaniy.

‘

4. Kaidah: al-Amru bi asy-syai’i nahyun ‘an
dhiddihi.

5. Kaidah: an-nahyu al-muthlag yaqtadhi at-
tahrim.

6. Kaidah: an-Nahyu al-muthlaq yaqgtadhi fasad al-



manhiy ‘anhu.
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B. Landasan Teoritis

1. Hukum Taklifi Vs Hukum Wadh’i

Para ulama  umumnya  sepakat  untuk
membedakan hukum syariah menjadi dua jenis;
hukum taklifi dan hukum wadh’i. Di mana kedua jenis
hukum tersebut, disimpulkan dari definisi hukum
syariah berikut ini:

9l sladYl )l Jad glanedl Jbs d Glas
229l 9l sl

Khithab (doktrin/titah) dari Allah yang terkait
dengan perbuatan manusia (mukallaf), apakah
berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan
(takhyir), atau wadh’i (menetapkan sesuatu
berdasarkan faktor lain).’

Maksud dari khithab Allah di sini adalah ketentuan
Allah swt vyang diwahyukan kepada Nabi-Nya,
Muhammad saw, yaitu al-Qur’an dan Sunnah.

Sedangkan maksud dari perbuatan mukallaf
adalah perbuatan manusia yang telah memenuhi
syarat sebagai mukallaf, di mana setiap perbuatan
mereka terikat dengan hukum-hukum Allah swt.

Seperti hukum wajib, mandub, haram, makruh,
dan mubah. Begitu pula perbuatan mukallaf yang
dapat menjadi sebab lahirnya hukum tertentu

1 Abdul Karim bin Ali an-Namlah, al-Jami’ li Masa’il Ushul al-
Figih wa Tathbigatiha ‘ala al-Mazhab ar-Rajih, (Riyadh:
Maktabah ar Rusyd, 1420/2000), cet. 1, hIm. 19-20.



seperti  membunuh  yang  menjadi  sebab
terhalanginya hak waris. Atau wudhu/suci dari
hadats yang menjadi syarat sahnya shalat.

Hukum taklifi (&S Ss)) sendiri didefinisikan
sebagai hukum yang berlandaskan khithab (doktrin)
syaari’ (Allah) yang terkait dengan perbuatan
mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah, larangan),
atau berupa takhyir (pilihan).

Dari definisi ini, mayoritas ulama kemudian
membedakan hukum taklifi menjadi 5 hukum; wajib,
mandub, haram, makruh, dan mubah.

Sedangkan ulama al-Hanafiyyah membedakannya
menjadi 7 hukum; fardhu, wajib, mandub, haram,
makruh tahrimi, makruh tanzihi, dan mubah.

Khithab Jumhur Hanafi
Perintah 1. Wajib/Fardhu 1. Fardhu
2. Sunnah 2. Wajib
3. Sunnah
Larangan 3. Haram 4. Haram
4. Makruh 5. Makruh Tahrim
6. Makruh Tanzih
Pilihan 5. Mubah 7. Mubah

Sedangkan hukum wadh’i (=3l »Ssll) adalah
hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syari’
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(Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf
berdasarkan suatu hukum yang lain.

Dan juga bisa disebut dengan hukum bagi hukum
perbuatan (hukm al-hukm li al-fi’li). Di mana hukum
jenis ini kemudian dibedakan menjadi 5 jenis: (1)
Sabab (<)), (2) Syarath (b_x&), (3) Mani’ (&Wl), (4)
shihhah (4~<ll) - buthlan (u>4d)), dan (5) ‘Azimah
(A 32ll) - rukhshoh (e JY),

Berdasarkan pembagian hukum menjadi dua
hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada
suatu perbuatan yang secara taklifi hukumnya
haram, namun secara wadh’i hukumnya sah. Sebab
haram dan sah adalah dua “jenis” hukum yang
berbeda dan pada hakikatnya tidak terkait satu sama
lain.

2. Hukum Bathil Vs Hukum Fasid

Para ulama sepakat bahwa antara istilah fasid
(a8) dan batil/batal (Jdk\), tidak memiliki maksud
yang berbeda jika dikaitkan dalam perkara ibadah. Di
mana jika disebutkan bahwa suatu shalat itu batal —
artinya tidak sah -, maka maknanya juga shalat
tersebut disebut shalat yang fasid.

Namun mereka berbeda pendapat jika istilah batal
dan fasid dikaitkan dengan perkara muamalat.
Setidaknya dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Mazhab Pertama: Tidak berbeda (Jumhur).

Jumhur ulama secara mutlak tidak membedakan
antara batal dan fasid. Dalam arti batal dan fasid
adalah dua istilah yang bermakna sama, apakah
dalam perkara ibadah ataupun mu’amalah. Maka jika
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suatu akad terdapat syarat atau rukun yang tidak
terpenuhi, maka secara otomatis akad tersebut
disebut akad yang batal atau fasid.

Mazhab Kedua: Berbeda (Hanafi).

Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa
antara batal dan fasid dalam perkara muamalah
memiliki makna yang berbeda. Di mana batal
merupakan ketidak sempurnaan pada rukun-rukun
mu’amalat seperti akal yang menjadi salah satu
rukun sahnya akad jual beli. Sedangkan fasid adalah
ketidak sempurnaan pada beberapa unsur akad
seperti adanya saksi pada akad nikah.

Maka dalam mazhab mereka, sepasang suami istri
yang menikah tanpa saksi lalu terjadi hubungan
seksual di antara mereka, maka pernikahan ini
disebut pernikahan vyang fasid. Dalam arti
pernikahannya harus diulang. Namun konsekuensi
dari pernikahan pertama tetaplah sah. Seperti
kewajiban mahar atas suami, adanya ‘iddah, ataupun
penetapan nasab anak yang lahir dari hubungan
tersebut kepada pasangan suami istri tersebut.

3. Hukum Qadho’iy Vs Hukum Diyaniy

Dalam mugoddimah karyanya, al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa di
antara karakteristik figih Islam adalah sifatnya yang
mencakup dua dimensi; dimensi duniawi dan
dimensi ukhrowi (akhirat).

Maksud dari karakteristik ini adalah bahwa figih
Islam berbeda dengan hukum buatan manusia yang
tidak bersumber dari wahyu dalam hal ketiadaan
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perhatian hukum manusia kepada implikasi akhirat.
Artinya, pihak yang terzalimi haknya misalnya, bisa
saja menuntut keadilan muthlak di akhirat nanti,
meskipun saat di dunia ia tidak mendapatkan haknya
dalam putusan hakim.

Di mana putusan hakim di dunia disebut hukum
gadho’iy, sedangkan hukum akhirat kelak disebut
hukum diyaniy.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan Syaikh
Wahbah az-Zuhaili tentang kedua jenis hukum
tersebut.

Baad 9l Jad S0l @ g9l 0glall e daall GAx
(o ‘5\)>J\9 I o)§9 D993 Ly O Mo laal L? L}J\A
Lo g OMalaall o8-T Colasl ] (635 Las

Figih islam mempunyai keistimewaan
dibandingkan dengan undang-undang buatan
manusia, di mana dalam figih, setiap aktifitas
masyarakat dalam konteks mu’amalat (interaksi
antar manusia) senantiasa dihubungkan dengan

konsep halal haram. Dan karenanya, hukum-
hukum mu’amalat dapat disifati dengan dua sifat:

A8Me Vg ¢ 8yl 9l Jadll als e s (S90 (adas]
2@l 0Y {3lasll Sl 5o ¢ eb W) ]l 1oL 4
31y das JbUWI Jazed 4S9 -l 90 Loy (Souy
Bl @ Il ay=Yg el Joadg c@dloll (8 b
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Pertama: sifat duniawi. Yaitu hukum yang
didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang
bersifat lahiriah. Hukum seperti ini tidak ada
hubungannya dengan sikap batin seseorang.
Hukum inilah yang dinamakan al-hukm al-qadho’iy
(putusan pengadilan).

Ols «@dlglly sl daa> e w931 S 13l
Al s pasadl oo lad 4 Jeasg ¢yl e Las oF
1S gally ¢ adall odarale Iy . 3Ll Sl gag . Sl

Pl oo (£l S e sl

Kedua: sifat ukhrowi (akhirat). Yaitu hukum yang
didasarkan pada hakikat kebenaran hukum (di sisi
Allah; al-waqi’), meskipun kebenaran tersebut
tampak samar bagi sebagian  kalangan.
Berdasarkan hukum ini, terdapat hubungan antara
seseorang dengan Allah ta’ala. Hukum inilah yang
disebut al-hukm ad-diyani. Di mana hukum ini
menjadi dasar fatwa seorang mufti, yang
didefinisikan sebagai penginformasian tentang
hukum syar’iy (kepada mustafti/pihak yang
bertanya), tanpa adanya tuntutan untuk mengikat
sang penanya.

losd g dde dll Joo (ol ot 143,211 oda Ladas
i H] Lo.)l» s | u&\ L_)Lz,sob pr o A9y
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Perbedaan kedua sifat hukum ini  muncul
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam
Malik, Imam Ahmad, dan penyusun 6 kitab hadits,
di mana Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya aku
semata manusia, dan kalian kelak akan
bersengketa (meminta hukum) di hadapanku. Dan
bisa jadi di antara pihak yang bersengketa,
memiliki kepandaian dalam berargumentasi atas
pihak lainnya. Lantas aku akan menghukumi
perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang aku
dengar. Maka, jika ada yang aku putuskan baginya
hak saudara muslim lainnya, ketahuilah bahwa itu
adalah sepotong api neraka. Dan dia di antara dua
pilihan: mengambilnya (dan ia tahu telah
menzalimi saudaranya) atau meninggalkannya.”

g8 g el g dn ) O 1o gl (i 5929 oy
sl @Y das Quey o) el (29 «S9,3T Glasy
Lol cpadl ol 68,5319 Lowll (s s

Adapun sebab yang menjadi dasar munculnya dua
sifat hukum ini adalah karena syariat Islam pada
dasarnya adalah wahyu Allah yang memiliki
implikasi pahala dan dosa di akhirat kelak. Dan
karenanya ia merupakah sistem ruh dan sekaligus
sistem bermasyarakat. Sebab syariat ini diturunkan



15

dalam rangka menghadirkan kebaikan di dunia dan
di akhirat. ?

4. Kaidah: al-Amru bi asy-Syai’i Nahyun ‘an
Dhiddihi

odud e (R 53l oYl
Perintah atas sesuatu merupakan larangan
untuk melakukan kebalikannya

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah dalam
ilmu Ushul Figih pada bab amr-nahy (perintah-
larangan). Maksud dari kaidah ini adalah bahwa
suatu perintah yang datang dari syariat, maka secara
otomatis mengisyaratkan akan adanya larangan
untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
perintah tersebut.

Seperti perintah syariat untuk mendirikan shalat,
maka ini  mengisyaratkan  akan  larangan
meninggalkannya. Atau perintah syariat untuk tidak
berzina, maka ini mengisyaratkan akan larangan
untuk melakukannya.

5. Kaidah: al-Ashl fi an-Nahyi at-Tahrim

ol (il § JueYl

Hukum asal larangan adalah haram

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah dalam

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu,
(Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. 4, him. 1/35-36.
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ilmu Ushul Figih pada bab nahy (larangan). Di mana
umumnya para ulama Ushul Figih sepakat bahwa
penggunaan ungkapan nahyi secara haqigi adalah
untuk makna tuntutan meninggalkan suatu
perbuatan. Sedangkan makna lainnya adalah makna
majaz (nahyi bi ghairihi).

Sebagai contoh, berikut ungkapan nahy dalam
salah satu ayat al-Qur’an:

)/&.3.,.4» L.ej i.:;o-b d\fgl }/ 5 YJ

“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-
Isra’: 32)

Pada ungkapan laa tagrabu’, terdapat lafaz laa (¥)
yang bermakna “jangan.” Lafaz ini merupakah salah
satu ungkapan nahy dalam bahasa Arab. Yang
menunjukkan bahwa konteks yang dibicarakan
dalam ayat ini (mendekati zina), adalah suatu hal
yang dilarang.

Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat
mengenail implikasi hukum dari makna nahyi.
Apakah implikasi hukumnya adalah haram (tahrim)
atau yang lain.?

a. Mazhab Pertama
Implikasi hukum haram.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa implikasi

3 Abdul Karim bin Ali an-Namlah, al-Muhazzab fi ‘Ilm Ushul al-
Figh al-Mugaran, hlm. ¥/1433-1436.
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dari lafal nahyi yang tidak dipengaruhi gorinah lain
(muthlag) adalah haram secara haqgiqgi. Dan jika
makna yang diambil adalah selain makna haram atas
dasar keberadaan gorinah, maka makna tersebut
termasuk makna majazi.

b. Mazhab Kedua

Implikasi hukum makruh.

Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama.
c. Mazhab Ketiga

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan
tidak memiliki implikasi khusus kecuali jika terdapat
gorinah (tawaqquf). Atau lafal nahyi tersebut
dianggap musytarak antara makna haram dan
makruh. Kedua pendapat ini dianut oleh sebagian
ulama.

Jika berdasarkan pandangan mayoritas yang
mengatakan bahwa implikasi asal dari larangan
adalah hukum haram, pada dasarnya setiap sesuatu
yang terlarang dari ketentuan syariat adalah haram.
Sebagaimana perbuatan yang menjadi kebalikan dari
suatu perintah, juga dihukumi sebagai perbuatan
yang haram, atas dasar perintah atas sesuatu adalah
larangan atas kebalikan dari perintah tersebut.

6. Kaidah: an-Nahyu al-Muthlaq Yaqtadhi Fasad al-
Manhiy ‘anhu

Larangan atas sesuatu menunjukkan
kefasidan/ketidaksahan perkara yang dilarang
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Kaidah ini merupakan salah satu kaidah dalam
ilmu Ushul Figih pada bab nahy (larangan). Di mana
maksud dari kefasidan perkara yang dilarang adalah,
jika perkara itu terkait masalah ibadah maka ibadah
disebut fasid artinya tidak sah. Sedangkan jika terkait
muamalah, maknanya adalah implikasi dari
muamalah tersebut tidaklah halal. Di samping itu,
suatu larangan juga bisa berlaku terkait zatnya
perbuatan sepertinikah tahlil, atau dapat pula terkait
perbuatan yang menyertainya seperti larangan
melakukan akad jual beli saat azan kedua
berkumandang untuk shalat jum’at.

Terkait keabsahan kaidah ini, para ulama berbeda
pendapat:*

a. Mazhab Pertama

Larangan atas sesuatu menunjukkan kefasidan
perkara yang dilarang.

Mavyoritas ulama seperti al-Malikiyyah, asy-
Syafi’iyyah, azh-Zhohiriyyah, dan sebagian mazhab
al-Hanafiyyah menerima kaidah ini secara mutlak,
dalam perkara ibadah maupun muamalah, apakah
larangan tersebut terkait zatnya secara langsung
atau terkait perkara lain yang berkaitan dengan
ibadah dan muamalah tersebut.

b. Mazhab Kedua

Membedakan antara perkara ibadah dan
muamalah.

4 Abdul Karim bin Ali an-Namlah, al-Muhazzab, him. ¥/Y446.
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Jika larangan itu terkait ibadah, maka ibadah yang
dilakukan fasid atau tidak sah. Sedangkan jika terkait
muamalah, maka tidak sampai membuat implikasi
muamalah itu batal. Pendapat ini dianut oleh
sebagian asy-Syafi’iyyah seperti Fakhruddin ar-Razi,
dan sebagian Mu’tazilah seperti Abu al-Husain al-
Bashri.

c. Mazhab Ketiga

Membedakan antara jenis larangan, apakah
terkait dengan zatnya ibadah dan muamalah atau
terkait perbuatan yang terkait dengan zatnya
perbuatan yang pada hakikatnya tidak dilarang.

Untuk larangan jenis pertama, maka implikasinya
adalah fasid, sedangkan untuk larangan jenis kedua,
tidak sampai fasid. Mazhab ini dinisbatkan kepada
imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi’i.

Dari perbedaan pendapat atas kaidah ini
melahirkan perbedaan pendapat dalam beberapa
kasus hukum, seperti status hukum orang yang
bernazar puasa pada hari ‘ied.

Menurut mayoritas ulama, nazar puasa tersebut
fasid sebab syariat melarang seseorang untuk puasa
pada hari ‘ied. Dan juga orang tersebut tidak dituntut
untuk menggadha’ puasanya di hari lain.

Sedangkan menurut al-Hanafiyyah yang menolak
kaidah di atas, berpendapat bahwa nazarnya tidak
fasid. Di mana orang tersebut wajib tidak berpuasa
pada hari ‘ied, namun wajib mengadha’nya pada hari
lain. Atau jika tetap berpuasa pada hari ‘ied, maka
nazarnya telah dipenuhi namun dia terhitung
melakukan dosa dengan puasanya pada hari ‘ied.
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Enam kaidah di atas menunjukkan bahwa tidak
setiap perkara yang dilarang dan diharamkan, dapat
dihukumi tidak sah. Paling tidak, terdapat polemik
dan perdebatan di antara ulama tentang keabsahan
implikasi suatu ibadah ataupun muamalah, meskipun
terdapat unsur perbuatan yang dilarang dalam
ibadah atau muamalah tersebut.

Berikut ini beberapa kasus figih, yang bisa menjadi
contoh suatu perbuatan yang dilarang dalam
persoalan ibadah atau muamalah, namun secara
keseluruhan, ibadah atau muamalah tersebut tetap
dinilai sah, atau paling tidak diperselisihkan oleh para
ulama.
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(. Kasus-kasus Figih

1. Bab Ibadah
a. Wudhu Lebih Dari 3 Basuhan

Para ulama sepakat bahwa berwudhu dengan
membasuh anggota wudhu lebih dari tiga basuhan
adalah suatu yang terlarang. Hal ini berdasarkan
hadits berikut:

-
P s e -

Sl sl 1 J0 ods 22 w‘u“wujﬁﬁf
46 ol oo s s o w0 Lo 0 )
L!l"' 315 255 4;}&}5\ 1iSay 1 G S <" GG B . jj\

[t 2] g sl sl 385 10

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya
berkata: "Seorang Badui datang kepada Rasulullah
saw untuk bertanya perihal wudlu. Lalu Rasulullah
saw memperlihatkan kepadanya cara berwudlu
yang semuanya tiga kali - tiga kali. Kemudian
Beliau bersabda: 'Beginilah cara berwudlu’. Barang
siapa  menambah lebih dari ini, dia berbuat
kejelekan dan berlebihan, serta berbuat dzalim."
(HR. Nasai)

Meski demikian, para ulama juga sepakat bahwa
jika hal tersebut dilakukan, wudhu tetaplah sah
secara hukum wadhi’i, dan tidak batal.

Hal ini menunjukkan bahwa larangan membasuh
lebih dari tiga basuhan saat berwudhu, tidak
menyebabkan batalnya ibadah wudhu yang terkait
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dengan larangan tersebut.

Hanya saja secara hukum taklifi, para ulama
berbeda pendapat tentang hukum membasuh
anggota wudhu lebih dari tiga kali. Secara khusus
para ulama asy-Syafi'iyyah berbeda pendapat pada
tiga pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam
an-Nawawi (w. 676 H). la berkata:

525 (G15) B 335 (BAsT) a2t Y6 Liasd

& cwa!\ 53 (LIB13) JoY1 asls ST 5538 Vs
03 ¢l B315a)1 55 1338 48 d815S 8558 izl
16y 5LET 385 sl salas alad

J5 @ U6 &6 s Je gyl B Jl ammi @

- - -

o alas ale 1 Lo g1 o eaosll OUS § QEST)
818,55 U6 353 &5 B3B3 i Lo g3y 8y 550901 38
ale D Jo Gl s Sold Ol a8 S el

3

Dalam masalah ini ada tiga pendapat: (1) haram,
(2) khilaf al-aula, (3) makruh tanzih, dan inilah
pendapat yang benar, karena sejalan dengan
maksud  hadits. Bahkan mayoritas ashab
menegaskan hukum ini. Dan Imam Abu Abdillah al-
Bukhari telah mengisyaratkan hukum ini dalam
shahihnya kepada ijma’. Di mana ia berkata di awal
bab wudhu, bahwa Nabi saw menjelaskan tentang
fardhu wudhu dengan satu basuhan. Lalu beliau

é.SIL;L.’J\gJJ\My

(;.
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membasuhnya yang kedua dan ketiga, dan tidak
menambahkannya. Lantas Imam  al-Bukhari
berkata, “Para ulama memakruhkan berlebihan
dalam wudhu lebih dari basuhan Nabi saw.””

b. Apakah Benda Najis Dapat Menyebabkan Shalat
Batal?

Para ulama sepakat bahwa saat seseorang shalat,
wajib atasnya untuk memastikan pakaian, badan,
dan tempat shalatnya dalam kondisi suci dari najis.
Hal ini berdasarkan perintah al-Qur’an berikut ini:

cw/] < éJJL::;/
) M “/j

Dan pakaianmu, maka sucikanlah (QS. al-
Muddattsir: 4)

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah jika
dengan sengaja seseorang shalat dengan memakai
pakaian yang terkena najis, maka shalatnya otomatis
batal?.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua pendapat di
tengah para ulama:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, termasuk
empat mazhab sepakat bahwa shalatnya batal.
Sebab sucinya pakaian dari najis adalah syarat sahnya
shalat.

Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) berkata:¢

5 Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab,
(Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), him. 1/439.

6 Ibnu Qudamah, al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi,
(Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388/1968), him. 2/48.
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Bahwa suci dari najis pada badan orang yang
shalat dan pakainnya adalah syarat sahnya shalat,
menurut kebanyakan ulama.

Mazhab kedua: Sebagian ulama seperti Imam asy-
Syaukani berpendapat bahwa shalatnya tetap sah,
namun yang bersangkutan menanggung dosa karena
mengabaikan perintah. Sebab baginya, sucinya
pakaian bukanlah syarat sah shalat, tapi semata
diwajibkan.

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) berkata:
b xlglly Lsgll ade Jo Lo 4las yelsdl 5,200 Lol
3o Y ey dS50 Olaally daiy Olgdl dleld 3o

Wi gl &3 (655 O

Adapun sebatas perintah, maka akhir dari perintah
adalah hukum wajib. Yaitu hukum yang membuat
pelakunya mendapatkan pahala dan yang
meninggalkan mendapat dosa. Namun hukum
wajib tersebut tidak otomatis menjadi syarat
(sah).”

* %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat

7 Muhammad bin Ali asy-Syawkani, as-Sail al-Jarrar al-
Mutaddaffig ‘ala Hada’iq al-Azhar, (t.t: Dar lbnu Hazm,
t.th), cet. 1, him. 98.
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disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa larangan pada suatu ibadah
tidak membuat ibadah yang bersangkutan menjadi
tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada
pandangan Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani.

c. Sahkah Shalat Jika Tidak Membaca al-Fatihah?

Para ulama sepakat bahwa al-Fatihah di dalam
shalat termasuk bacaan yang disyariatkan. Hal ini
berdasarkan dalil berikut:

-
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Dari Ubadah bin Shamit ra, ia mengabarkan bahwa
Rasulullah saw bersabda: “Tidak sah shalat kecuali
dengan membaca Ummil-Quran (surat al-
Fatihah).” (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah jika
dengan sengaja seseorang shalat tidak membaca al-
Fatihah, apakah shalatnya otomatis batal?.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua pendapat di
tengah para ulama:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, khususnya
dari kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-
Hanabilah sepakat bahwa shalatnya batal. Sebab
membaca al-Fatihah dalam shalat termasuk perintah
yang menjadi rukun shalat. Dan karenanya shalat
tidak menjadi sah, jika rukun tersebut tidak dibaca.

Mazhab kedua: Sebagian ulama, khususnya dari
kalangan  al-Hanafiyyah  berpendapat bahwa
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shalatnya tetap sah, namun yang bersangkutan
menanggung dosa karena mengabaikan perintah
membaca al-Fatihah. Sebab bagi mereka, membaca
al-Fatihah bukanlah rukun shalat, tapi semata
diwajibkan.

%k %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan membaca al-Fatihah
kepada pandangan mazhab Hanafi.

d. Hukum Thuma’ninah Dalam Shalat

Thuma’ninah (4wslekll) secara bahasa bermakna
as-sukun ba’da al-harakah atau berdiam sejenak
setelah bergerak. Sedangkan dalam praktik shalat,
thuma’ninah bermakna as-sukun baina harakataini
(oS ) o o s84dl) atau diam di antara dua gerakan
shalat. Maksudnya adalah ketika berada pada suatu
posisi tertentu di dalam shalat, maka musholli
berdiam diri sejenak sebelum bergerak lagi.

Para ulama sepakat bahwa thuma’ninah
disyariatkan dalam gerakan-gerakan shalat, di
antaranya saat rukuk.8 Dan standar minimal dalam
melakukan thuma’ninah adalah sebatas kadar

8 Pada dasarnya thuma’ninah disyariatkan pada setiap
gerakan shalat, namun thuma’ninah lebih ditakankan
untuk dilakukan pada 4 gerakan shalat: (1) Rukuk, (2)
I'tidal, (3) Sujud, dan (4) Duduk antara dua sujud.
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membaca satu kali tasbih, sebelum beranjak untuk
melakukan i'tidal atau praktik shalat berikutnya. Hal
ini sebagaimana didasarkan pada hadits-hadits
berikut:

(411_; d,w) . &5 J*Ja_. - °\ %
Kemudian rukuklah hingga thuma’nimah dalam
keadaan rukuk... (HR. Bukhari Muslim)
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Dari shahabat Hudzaifah ra, bahwa beliau melihat
seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan
sujudnya. Ketika telah selesai dari shalatnya, beliau
memanggil orang itu dan berkata kepadanya:
“Kamu belum shalat, bila kamu mati maka kamu
mati bukan di atas fitrah yang telah Allah tetapkan
di atasnya risalah Nabi Muhammad saw. (HR.
Bukhari)

Hanya, saja, para ulama berbeda pendapat dalam
menghukumi gerakan ini di dalam rukuk shalat dan
gerakan lainnya:9

9 Hanafi: Maragqi al-Falah, him. 135-136; Maliki: Mawahib al-
Jalil, him. 1/125; Syafi'i: Mughni al-Muhtaj, him. 1/163;
Hanbali: al-Mughni, him. 1/508.
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Mazhab Pertama: Rukun shalat.

Mavyoritas ulama (Maliki, Syafi’i, Hanbali),
berpendapat bahwa thuma’ninah merupakan salah
satu rukun shalat, yaitu pada 4 gerakan: (1) rukuk, (2)
i‘tidal, (3) sujud, dan (4) duduk antara dua sujud.10
Sehingga jika thuma’ninah tidak dilakukan, maka
tidak sahlah shalat seseorang.

Mazhab Kedua: Wajib shalat bukan rukun.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa thuma’ninah
merupakan wajib shalat bukan rukun. Dalam arti jika
hal itu tidak dilakukan, maka shalat seseorang
tetaplah sah, namun ia menanggung dosa karena
meninggalkannya.

* % %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan hukum thuma’ninah
dalam shalat, kepada pandangan mazhab Hanafi.

e. Hukum I’tidal Dalam Shalat

I'tidal secara bahasa bermakna istigomah (lurus)
dan istiwa’ (tegak lurus). Sedangkan yang dimaksud
dengan i'tidal sebagai bagian dari gerakan shalat
adalah gerakan bangun dari rukuk dengan berdiri

10 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, him.
1/675, Muhammad Sa’iy, Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-
Figh al-Islami, him. 165.
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tegap.

Para ulama sepakat bahwa gerakan ini
disyariatkan dalam shalat, berdasarkan dalil berikut:

5 ks et Lo (B S0 she 3 Rl s
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Dari Abu Humaid as-Sa’idi, pada tata cara shalat
Nabi saw, “.. Bila Nabi saw mengangkat
kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang-
tulang punggungnya kembali ke tempatnya ...”
(HR. Bukhari)

Hanya saja, mereka kemudian berbeda pendapat,
apakah i'tidal merupakan rukun shalat atau sekedar
wajib.

Mazhab Pertama: Rukun shalat.

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Abu
Yusuf dari kalangan al-Hanafiyyah),11 sepakat
menetapkan bahwa i'tidal adalah rukun dari shalat.
Dimana shalat tidaklah sah tanpa adanya i'tidal.

Mazhab Kedua: Wajib shalat.

Sedangkan mayoritas kalangan al-Hanafiyah
berpendapat bahwa i'tidal tidak termasuk rukun
shalat, melainkan hanya kewajiban saja. Sebab i'tidal
hanyalah konsekuensi dari thuma’ninah pada rukuk
ketika hendak sujud, yang juga menurut mereka

11 Muhammad Sa’iy, Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-Figh al-
Islami, him. 166.
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hukumnya adalah wajib.

Dan makna wajib dalam mazhab ini, sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya adalah perkara yang
tidak menjadi sebab sah atau tidak sahnya shalat.
Dimana, jika perkara wajib ini tidak dilakukan,
shalatnya tetaplah sah namun dinilai berdosa.

%k %k %

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan melakukan i’tidal
kepada pandangan mazhab Hanafi.

f. Hukum Duduk Antara Dua Sujud Dalam Shalat

Para ulama sepakat bahwa duduk antara dua
sujud adalah praktik shalat yang disepakati
pensyariatannya. Hal ini didasarkan kepada hadits
berikut:
céw",“\&,ﬁ’ Ce 13 & chwuu_cu_c
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Dari Aisyah ra dia berkata: Dan beliau apabila
mengangkat kepalanya dari sujud niscaya tidak
akan sujud kembali hingga lurus duduk. (HR.
Muslim)

Hanya saja, mereka kemudian berbeda pendapat,
apakah duduk antara dua sujud merupakan rukun



31

shalat atau sekedar waijib.
Mazhab Pertama: Rukun shalat.

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Abu
Yusuf dari kalangan al-Hanafiyyah) sepakat
menetapkan bahwa duduk antara dua sujud adalah
rukun dari shalat.12 Dimana shalat tidaklah sah tanpa
adanya duduk setelah sujud.

Mazhab Kedua: Wajib shalat.

Sedangkan mayoritas kalangan al-Hanafiyah
berpendapat bahwa duduk antara dua sujud tidak
termasuk rukun shalat, melainkan hanya kewajiban
saja. Sebab duduk antara dua sujud hanyalah
konsekuensi dari thuma'ninah dari gerakan dua
sujud yang rukun, yang juga menurut mereka
hukumnya adalah wajib.

Dan makna wajib dalam mazhab ini, sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya adalah perkara yang
tidak menjadi sebab sah atau tidak sahnya shalat.
Dimana, jika perkara wajib ini tidak dilakukan,
shalatnya tetaplah sah namun dinilai berdosa.

%k %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan melakukan duduk

12 Muhammad Sa’iy, Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-Figh al-
Islami, him. 169.
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antara dua sujud kepada pandangan mazhab Hanafi.
g. Hukum Membaca Salam Dalam Shalat

Para ulama sepakat akan disyariatkannya
membaca salam di akhir shalat. Sebagaimana
mereka juga sepakat, bahwa salam yang disyariatkan
berjumlah dua kali salam.

Dasar dari pensyariatan ini adalah hadits-hadits
berikut:
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Dari Ali ra: Rasulullah saw bersabda: Kunci shalat
itu adalah  kesucian (thahur) dan yang
mengharamkannya (dari segala hal di luar shalat)

adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah
taslim (mengucap salam). (HR. Muslim)
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Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw menutup
shalatnya dengan taslim. (HR. Muslim)
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Dari ‘Amir dari ayahnya Sa’ad bin Abi Waqqash, ia
berkata: Aku melihat Rasulullah saw melakukan
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salam ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat
putihnya pipi beliau. (HR. Muslim)

Namun mereka berbeda pendapat tentang
hukumnya:

Mazhab Pertama: Salam pertama dan kedua
adalah rukun.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa salam
pertama dan kedua merupakan rukun shalat, yang
mana shalat tidak sah, jika tidak ditutup dengan
kedua salam tersebut.

Dasar mereka adalah karena Rasulullah senantiasa
mempraktikkannya.
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Dari ‘Amir dari ayahnya Sa’ad bin Abi Waggash, ia
berkata: Aku melihat Rasulullah saw melakukan
salam ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat
putihnya pipi beliau. (HR. Muslim)

® o\

Mazhab Kedua: Salam pertama rukun, dan salam
kedua sunnah.

Mavyoritas ulama (Maliki, Syafi’i) berpendapat
bahwa bacaan salam pertama adalah rukun shalat,
dan bacaan kedua adalah sunnah.13

13 Muhammad Sa’iy, Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-Figh al-
Islami, him. 172.
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Dasar mereka adalah karena Rasulullah saw
diriwayatkan pernah membaca satu kali salam. Dan
karenanya, salam kedua dihukumi sunnah.
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Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw membaca satu
salam (dalam shalat) dengan menhadapkan
wajahnya ke depan. (HR. Ibnu Majah dan Tirmizi)

Mazhab Ketiga: Salam pertama dan kedua adalah
wajib shalat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum
membaca dua salam di akhir shalat adalah wajib
bukan rukun shalat. Dimana jika bacaan ini
ditinggalkan secara sengaja, maka shalatnya tetaplah
sah, namun berdosa. Dan wajib diganti dengan sujud
sahwi.

Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits
orang yang salah dalam shalatnya. Dimana Nabi saw
tidak memerintahkannya membaca salam saat
mengajarkannya tata cara shalat yang benar.
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Dari  Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah  saw
bersabda: ... lalu sujudlah secara thuma’ninah.
Lalu angkat (kepalamu) untuk duduk (duduk antara
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dua sujud) hingga thuma'ninah dalam keadaan
dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di
seluruh shalat (rakaat) mu. (HR. Bukhari dan
Muslim)

* % %

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan membaca salam
sebagai penutup shalat kepada pandangan mazhab
Hanafi untuk semua salam, atau pendapat mazhab
Maliki dan mazhab Syafi’i untuk salam yang kedua.

h. Hukum Membaca Takbirot Intigol Dalam Shalat

para ulama juga sepakat bahwa saat hendak rukuk
disyariatkan untuk membaca takbir, yang biasa
disebut dengan takbiratul intigal atau takbir yang
dibaca dalam perpindahan antara gerakan shalat.
Dalilnya adalah hadits berikut:

A2

f»\g.ﬁam\J dlfjbww\wa)%ﬁd\up
W}xf‘(}“&fgieM‘J‘ 5 s
- A -] ?‘3@‘

&':- o
¢ sl



36

g 1&g @ W U s(o % FE s E st -
o= s e \L;dlb ’}.u.i?ccim\) ’Cef:w}’,&aii
[~]

&w) #\&M\w(jﬁ&ﬂ}jcw
(ake

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw
ketika berdiri untuk shalat bertakbir, lalu bertakbir
lagi ketika akan rukuk, kemudian mengucapkan
‘Sami’allahu liman hamidah’ saat mengangkat
tulang punggungnya dari ruku, lalu Beliau
mengucapkan ‘Rabbanaa walakal hamd’ di saat
berdiri, kemudian bertakbir ketika akan sujud, lalu
bertakbir ketika mengangkat kepalanya (dari
sujud), lalu bertakbir ketika akan sujud, kemudian
bertakbir ketika mengangkat kepalanya (dari
sujud). Beliau melakukan hal itu dalam seluruh
gerakan shalat hingga selesai, demikian pula
Beliau bertakbir ketika bangun dari dua rakaat
setelah duduk.” (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat dalam
menghukumi takbiratul intigal dalam shalat.

Mazhab Pertama: Sunnah.

Mavyoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i)
berpendapat bahwa hukum membaca takbiratul
intigal adalah sunnah.14 Dimana, jika takbir ini
ditinggalkan karena sengaja ataupun tidak, maka
shalatnya tetaplah sah.

Dan dasar mereka dalam hal ini adalah hadits

14 Muhammad Sa’iy, Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-Figh al-
Islami, him. 162.
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orang yang salah dalam shalatnya, di mana Nabi saw
memerintahkannya untuk bertakbir pada awal shalat
(takbirotul ihram), tapi tidak untuk takbir lainnya.
Dan karenanya, takbir selain takbirotul ihram
dihukumi sunnah semata.

Dan juga didasarkan pada hadits berikut:
awffﬁ csﬁfgﬁ AN S G
j\J})\JUc« V&Yd /// o/}w\kslaad-m
55 55 PRESAN 515 @555\ e sk 355 15] 8liaay
(4aly gl 5iF oly)) GG T 298l e 35
Dari Ibnu Abdirrahman bin Abza dari ayahnya,
bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah saw
dan beliau tidak menyempurnakan takbir-nya. Abu
Dawud berkata: Maksudnya, Nabi tidak membaca
takbir saat mengangkat kepada dari rukuk, begitu

juga saat mau sujud dan bangun dari sujud. (HR.
Abu Dawud dan Ahmad)

n\

Mazhab Kedua: Wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum
membacanya adalah wajib. Dimana jika takbir ini
tidak dibaca karena sengaja, maka shalatnya tidaklah
sah. Namun jika tidak dibaca karena lupa, maka
shalatnya tetaplah sah.

Dasar pendapat mereka adalah hadits di atas, dan
juga didasarkan pada hadits berikut:
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Dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari pamannya,
bahwa seseorang masuk masjid dan berkata:
Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya tidak
sempurna shalat seseorang sehingga dia berwudlu’
yaitu membasuh anggota wudlu’nya (dengan
sempurna) kemudian bertakbir, memuji Allah Jalla
wa ‘Azza, menyanjung-Nya dan membaca al-
Qurlan yang mudah baginya. Setelah itu
mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku’
sampai tenang semua persendiannya, lalu
mengucapkan  “Sami’allahu  liman  hamidah”
sampai berdiri lurus, kemudian mengucapkan
Allahu Akbar, lalu sujud sehingga semua
persendiannya tenang. Setelah itu mengangkat
kepalanya sambil bertakbir. Apabila dia telah
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mengerjakan seperti demikian, maka shalatnya
menjadi sempurna. (HR. Abu Dawud)

* % %

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan ~ bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan membaca takbirot
intigol kepada pandangan mazhab jumhur ulama.

i. Hukum Membaca Tasmi’ dan Tahmid Saat I'tidal

Para ulama sepakat bahwa membaca tasmi’
(medll) dan tahmid saat ‘tidal, termasuk perkara
yang disyariatkan dalam shalat.

Dalil disyariatkannya bacaan ini adalah hadits
berikut:
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Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya (lbnu Umar),
bahwa Rasulullah saw mengangkat tangannya
sebatas pundaknya saat memulai shalat, begitu
pula saat bertakbir untuk rukuk, dan saat
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mengangkat kepalanya dari rukuk. Dan beliau
membaca, “sami’allahu liman hamidah, robbanaa
wa lakal hamdu.” Dan hal itu (mengangkat tangan)
tidak dilakukannya saat sujud. (HR. Bukhari)

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat terkait
hukum membacanya saat hendak i’tidal.

Mazhab Pertama: Wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa membaca
tasmi’ saat hendak i'tidal adalah wajib. Dimana, jika
sengaja ditinggalkan maka shalatnya tidaklah sah.
Sedangkan jika ditinggalkan karena sebab lupa, maka
shalatnya tetaplah sah. Sebagaimana dijelaskan
sebelumnya tentang makna wajib dalam mazhab
Hanbali.

Mazhab Kedua: Sunnah.

Mavyoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i)
berpendapat bahwa membaca tasmi’ termasuk
sunnah dalam shalat.

* % %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan bahwa ada pandangan vang
menganggap bahwa perintah untuk melakukan
sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak
dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang
bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya
jika mengacu dalam persoalan membaca tasmi’ dan
tahmid saat i'tidal kepada pandangan mazhab
jumhur.
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2. Munakahah
a. Menikahi wanita yang sudah dikhitbah

Para ulama sepakat bahwa dilarang bagi
seseorang melamar atau mengkhitbah seorang
wanita yang berstatus makhthubah atau berada
pada lamaran orang lain. Di mana imam Nawawi
menegaskan bahwa larangan ini disepakati
berimplikasi hukum haram. Dan dasar larangan
tersebut adalah dalil berikut:
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Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah saw bersabda:
“Janganlah seorang laki-laki mengkhitbah wanita
yvang sudah dikhitbah oleh saudaranya, kecuali bila
saudaranya itu telah meninggalkannya atau
memberinya izin.” (HR. Bukhari)

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah jika
lamaran vyang kedua diterima, lantas mereka
menikah, dan pernikahannya dinilai sah? Padahal
status lamaran yang pertama masih menggantung.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua pendapat di
tengah para ulama:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, khususnya
dari kalangan al-Hanafiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-
Hanabilah sepakat bahwa pernikahannya tetap sah.
Sebab  larangan  tersebut tidak  dianggap
mempengaruhi akad nikah yang telah terucapkan.
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Dan juga karena larangan tersebut bukanlah syarat
sahnya akad nikah.

Mazhab kedua: Sebagian ulama, khususnya dari
kalangan al-Malikiyyah berpendapat bahwa akad
nikahnya tetap sah, namun suami yang merupakan
pelamar kedua wajib menceraikan istrinya, untuk
memenuhi perintah syariat sebagai hak Allah.

%k %k %

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa larangan pada suatu proses
akad nikah tidak membuat nikah yang bersangkutan
menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu
kepada pandangan jumhur ulama.

b. Mahar

Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar
merupakan kewajiban calon suami atas calon
istrinya. Hal ini berdasarkan dalil berikut:
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Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.(QS.
An-Nisa: 4)

Namun meski hukumnya wajib, hanya saja jika
suami enggan menunaikannya, maka pernikahannya
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tetap dinilai sah. Sebab mahar bukanlah syarat
sahnya akad nikah. Meskipun dalam hal ini, suami
masih  menanggung dosa atau keenganannya
menunaikan kewajiban mahar tersebut. Hal ini
berdasarkan dalil berikut:
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Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas
kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum
kamu bercampur dengan mereka dan sebelum
kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Bagarah:
236)

%k %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa perintah pada suatu proses
akad nikah yang ditinggalkan, tidak membuat nikah
yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini
khususnya jika mengacu kepada pandangan
umumnya para ulama yang menyatakan bahwa
penyebutan mahar saat akad nikah bukanlah bagian
dari syarat sahnya akad.

c. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah nikah yang tujuannya hanya
sekedar untuk menghalalkan sebuah pernikahan
yang lain. Pernikahan itu sendiri hanya digunakan
untuk sekedar perantaraan saja.

Nikah muhallil ini terjadi dalam kasus talak tiga. Di
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mana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga
kalinya itu akan kembali dinikahi. Sementara aturan
baku dari syariat Islam mengharamkan untuk
menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk yang
ketiga kalinya.
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Kemudian jika si suami mentalaknya, maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak
ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. (QS. Al-Bagarah : 230)

Untuk itu agar boleh dinikahi kembali, maka
diaturlah sebuah sandiwara, di mana ada laki-laki
yang bersedia untuk menikahi wanita itu, namun
perjanjiannya tidak boleh menggaulinya, dan setelah
itu diharuskan untuk menceraikannya. Dan
sandiwara ini, seolah-olah sudah terjadi pernikahan
namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan
siasat, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang
telah Allah haramkan.

Dalam hal hukumnya para ulama sepakat bahwa
pernikahan ini secara diyanah (hukum diyaniy)
adalah haram. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

{.,Lw £le % ‘&w”‘ 25 J6 )6 Lle g aiE ok



45

:J6 A Jsls 6 N[ QJL;:,;JsJ::Ju (,sjmﬁ%ﬁ
il gl as ‘)“M‘JM‘ 58 (sl 5a
}/ & - va;'b

Dari Ugbah bin Amri ra: Rasulullah saw bersabda:
Maukah kalian aku beritahukan tentang kambing
yang disewa? Para shahabat menjawab, lya ya
Rasulullah. Rasulullah saw lantas menjawab: la
adalah muhallil. Allah melaknat orang yang
menikah muhallil. (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat apakah
secara hukum godho’iy pernikahannya dinilai sah.

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, khususnya
kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-
Hanabilah berpendapat bahwa pernikahannya
tidaklah sah.

Mazhab kedua: Sebagian ulama, khususnya Imam
Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya sah. Dan
syarat yang dilakukan antara suami pertama dan
suami kedua, mesti dibatalkan.

%k %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa larangan pada suatu proses
akad nikah, tidak secara otomatis membuat nikah
yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini
khususnya jika mengacu kepada pandangan Imam
Abu Hanifah pada kasus nikah muhallil.

d. Talak Bid’iy
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Para ulama sepakat bahwa suami yang melakukan
talak bid’iy mendapatkan dosa, sebab talak ini
termasuk suatu yang dilarang.

Dan yang dimaksud dengan talak bid’ah adalah
talak yang dilakukan suami dalam salah satu dari dua
kondisi berikut:

1. Talak suami saat istri dalam kondisi haid.

2. Talak suami saat istri dalam kondisi suci, namun
sempat digauli sebelumnya.

Hanya saja, meskipun talak ini haram, namun talak
yang telah terucap tetap jatuh dan istri mulai
menghitung masa ‘iddahnya.

Tertulis dalam kitab al-Mausu’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah:
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Mayoritas ulama sepakat bahwa talak bid’ah tetap
jatuh sebagai talak. Sebagaimana mereka sepakat
bahwa suami yang melakukannya tetap
menanggung dosa, kerena bertentangan dengan
sunnah Nabi dalam persoalan talak.”’

%k %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa larangan pada suatu proses

15 Kementrian Wagaf Kuwait, al-Mausu’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, (Mesir: Dar Shofwah, t.th), cet. 1, him. 29/35.
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perceraian (talak), tidak secara otomatis membuat
talak yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini
khususnya jika mengacu kepada pandangan
umumnya para ulama pada kasus talaqg bid’iy.

e. ‘Adh Suami Atas Istri

Secara bahasa, ‘adhl bermakna melarang.
Sedangkan yang dimaksud dengan ‘adhl suami
istrinya adalah suami melakukan salah satu dari dua
hal berikut:

1. Suami menahan pemberian nafkah ataupun
hak-hak istrinya dalam rangka agar istri
mengguhat cerai (khulu’).

2. Suami merujuk istrinya saat masa ‘iddah istri
akan habis. Namun hal itu dilakukan dalam
rangka menzalimi istri. Di mana setelah dirujuk,
istri kemudian diceraikan kembali, lalu dirujuk
kembali. Hal ini berakibat pada
menggantungnya nasib sang istri di bawah
permainan suaminya.

Secara hukum, para ulama sepakat bahwa ‘adhl
suami dalam kasus ini adalah haram, dan suami
termasuk melakukan dosa. Hal ini berdasarkan dalil
berikut:
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Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka
dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,
karena dengan demikian kamu menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum
Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah
padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-
Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan
bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. (QS. Al-Bagarah: 231)

Namun para ulama sepakat bahwa khulu’ yang
dilakukan istri atas provokasi suaminya, ataupun
rujuknya suami dalam rangka menggantung nasib
istrinya tetaplah dinilai sah.

%k %k %

Berdasarkan  penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan  bahwa ada pandangan vyang
menganggap bahwa larangan pada suatu suatu
hubungan pernikahan, tidak secara otomatis
membuat akad nikah yang bersangkutan menjadi
tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada
pandangan umumnya para ulama pada kasus ‘adhl
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yang dilakukan suami atas istrinya.

3. Mu’amalah
a. Jual Beli Saat Adzan Jum’at Kedua

Para ulama sepakat bahwa melakukan akad jual
beli saat berkumandang azan kedua untuk ibadah
shalat jum’at, adalah terlarang. Bahkan imam an-
Nawawi menegaskan larangan tersebut menurut
ijma’, berimplikasi hukum haram. Dan dasar
keharamannya adalah ayat berikut:
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Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk
menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah
kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah
jual beli™7I Yang demikian itu lebih baik bagimu
jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu’ah: 9)

Hanya saja, meski hukumnya haram, mayoritas
ulama berpendapat bahwa akadnya secara hukum
wadh’iy tetaplah sah. Dalam arti kehalalan dan
kepemikikan harta berdasarkan akad haram tersebut
tetaplah diakui. Di dalam al-Mausu’ah al-Fighiyyah
al-Kuwaitiyyah disebutkan:
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Mayoritas fugoha’ dari kalangan al-Hanafiyyah,
asy-Syafi’iyyah, dan sebagian  al-Malikiyyah
berpendapat bahwa akad jual beli tersebut tetap
sah. Sebab larangan ditujukan kepada selain akad,
yaitu karena meninggalkan sa’iy (menuju) shalat
jum’at. Sedangkan secara hukum asal, jual belinya
tetap dibolehkan, namun dihukumi secara makruh
tahrim, karena terkait dengan perbuatan yang
tidak syar’iy.’®

Sedangkan pandangan yang masyhur dari
kalangan al-Malikiyyah, bahwa selama dua pihak
yang berakad masih dalam majlis akad, maka wajib
dibatalkan (fasakh). Sebab akad ini termasuk akad
fasid.

b. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang khas dalam
mazhab Hanafi. Di mana mereka mendefinisikannya
sebagaimana berikut:
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Jual beli yang masyru’ (dibolehkan oleh syariat)

secara hukum asal, bukan pada sifatnya. Maksud
dari hukum asal adalah bahwa jual beli ini sudah

16 Kementrian Wagaf Kuwait, al-Mausu’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, him. 9/229-230.
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memenuhi rukun-rukunnya, yaitu shighoh (ijab
qobul), ‘agidan (dua pihak yang berakad), dan
ma’qud ‘alaihi (objek yang diakadkan). Adapun
sifat adalah yang diluar ketiga rukun tersebut.’”

Dari definisi ini maka setiap jual beli akad yang
secara sifat tidak disyariatkan atau bahkan dilarang,
maka akad tersebut termasuk jual beli fasid. Sebagai
contoh dari jual beli ini seperti jual beli yang
dilakukan pada saat azan kedua shalat jum’at
berkumandang, akad jual beli yang terdapat unsur
riba, jahalah (ketidak jelasan objek barang), ghoror,
dan semisalnya.

Dan jual beli fasid dalam definisi ini, menurut al-
Hanafiyyah untuk membedakan dengan jual beli
bathil, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun-
rukunnya.

Secara hukum para ulama sepakat bahwa jual beli
fasid adalah terlarang dan dihukumi haram. Atas
dasar adanya larangan syariat atas akad tersebut.18
Hanya saja, apakah akadnya dinilai sah dan halal
untuk dimiliki oleh pihak-pihak yang berakad, dalam
hal ini para ulama berbeda pendapat:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama khususnya dari
kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-
Hanabilah yang pada dasarnya tidak membedakan
antara jual beli bathil dan fasid, berpendapat bahwa
selain hukumnya haram, implikasi akadnya pun

17 Tabyin al-Haqga’iq, him. 4/44, al-Kamal Ibnu al-Humam,
Fath al-Qadir, him. 6/43.

18 At-Tawdhih wa at-Tanqih, him. 1/217, Tabyiin al-Haga’iq,
him. 4/44.
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tidaklah sah.

Mazhab kedua: Menurut kalangan al-Hanafiyyah,
jual beli fasid tetap dinilai sah. Dan dalam hal ini,
secara praktis kalangan asy-Syafi'iyyah sepakat
dengan kalangan al-Hanafiyyah, meskipun secara
kaidah ushul figih, mereka sepakat dengan kalangan
jumhur. Dalam arti, jual beli yang tidak terkait
dengan rukun-rukun akad, tetap dinilai sah oleh
mereka, sebagaimana pandangan al-Hanafiyyah.
Namun secara ushul, kalangan asy-Syafi'iyyah tidak
membedakan antara fasid dan batil.

% %k %

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak setiap akad yang haram
menjadi tidak sah. Khususnya jika mengacu kepada
pandangan al-Hanafiyyah.

|
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Proiil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang,
Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan
putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj.
Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3
Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang
Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren
Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA)
yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH.
Masrur Musir, S.Pd.l dan KH. Isno Djamal. Di
pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun,
menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th.
2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai
alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas
selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian
hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-
1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama
Islam al-Agidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab
(i"dad dan takmili) serta fakultas Syariah jurusan
Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga IlImu
Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) vyang
merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin
Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia
Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik
(th. 2014).
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Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut
Perguruan Tinggi llmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta,
selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada
tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai
mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga
ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai
peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU
(Sekolah Tinggi llImu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah
al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program
kaderisasi fugaha’ di Kampus Syariah (KS) Rumah
Figih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team
RFI, banyak memberikan pelatihan figih, serta
pemateri pada kajian figih, ushul figih, tafsir, hadits,
dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai
instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya
pemateri tetap kajian Tafsir al-Qur’an di Masjid
Menara FIF Jakarta; kajian Tafsir Ahkam di Mushalla
Ukhuwah Tagwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid
ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan
Depok; kajian Ushul Figih di Masjid Darut Tauhid
Cipaku Jakarta, kajian Figih Mazhab Syafi’i di KPK,
kajian Figih Perbandingan Mazhab di Masjid
Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin
Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM
Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di
antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran
Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
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2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku
Bersikap?.

3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar’i: Mengukur Skala
Prioritas Dalam Belajar Islam.

4. Figih Thaharah: Ringkasan Figih Perbandingan
Mazhab.

5. Figih Puasa: Ringkasan Figih Perbandingan
Mazhab.

6. Tanya Jawab Figih Keseharian Buruh Migran
Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan
Dr. Fahruroji, MA).

7. Ahkam al-Haramain fi al-Figh al-Islami
(Hukum-hukum Figih Seputar Dua Tanah
Haram: Mekkah dan Madinah).

8. Thurug Daf’i at-Ta’arudh ‘inda al-Ushuliyyin
(Metode  Kompromistis  Dalil-dalil  Yang
Bertentangan Menurut Ushuliyyun).

9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqgih.

10.Ilmu  Ushul Figih: Mengenal Dasar-dasar
Hukum Islam.

11.Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib
Mushafi dan Tematik.

12.Serta  beberapa judul makalah yang
dipublikasikan oleh Jurnal limiah STIU Dirasat
Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1)
“Manthuqg dan Mafhum Dalam Studi llmu al-
Qur'an dan Ilmu Ushul Figih,” (2) “Fungsi
Isyarat al-Qur’an Tentang Astrofisika: Analisis
Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat
Astrofisika Dalam al-Qur’an,” (3) “Kontribusi
Studi Antropologi Hukum Dalam
Pengembangan Hukum Islam Dalam al-
Qur’an,” dan (4) “Demokrasi Dalam al-Qur’an:



57

Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid
Ridha.”

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat
anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang
berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat,
tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-
Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat
email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA.
(0852) 1386 8653.
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Dilarang tapi sah!.

Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini?
Apakah ada, suatu perbuatan yang dilarang
oleh syariat, namun tetap terhitung sah?.
Lalu apa yang dimaksud dengan perbuatan
yang dilarang namun tetap dinilai sah?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan
diuraikan dalam buku kecil ini, berserta
contoh-contoh kasus figih yang terkait.
Di mana ada perbuatan yang dilarang,
namun tetap dinilai sah secara syar'iy.

Menjatuhkan talak saat istri haidh itu terlarang,
namun para ulama sepakat talknya tetap sah dan jatuh.
Jual-beli saat adzan Jumat itu terlarang, namun

secara hukum jual-beli itu sah.

Kita harus bisa membedakan antara larangan dan
urusan sah tidak sah.
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